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I. PENDAHULUAN
1.1. LatarBelakangMasalah
Persaingan antar-bank dalam menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat
(fnancial intermediary) pada praktiknya banyak yang tidak mengindahkan Prinsip
Kehati-hatian Bank (Prudential Banking Principle) dengan memberikan kredit tidak
terbatas pada segelintir pihak, sehingga seringkali merugikan para deposan dan investot
serta berdampak terhadap perekonomian negara, yang diakibatkan kecenderungan
meningkatnya kredit bermasalah.Akhimya, pada pertengahan 1997 tndustri
Perjonjian Kredit Perbankan Berdasafian Prinsip Syatiah ..... (Zulf; Diane Zaini) 29
Universitas Bandar Lampung
Perbarkan Msional teryD k (collapse), sebagai imbas dad tedadinya kisi
ekonomi yang melanda lndonesia. Dengan demikian, Prinsip Kehati-hatian haru
dipegang tegull agar bank selalu dalam keadaan setat (ikuid dan soh'ent) sehirrggl
masyarakat semakin mempercayainy4 yang pada gilirannya akan mewujudkar
sistem Perbankan yang sehat, efisien, dan berkembang secara wajar, serta bemanfaa
bagi perkembangan ekonomi nasional.
Perkembangan dunia Perbaokan di Indonesia sebelum Tahun 1992 mum
didominasi oleh banlc-bank konvensional. Dimana dalam menjalankan kegiatar
op€rasionalnya, Perbankan Konvensional lebih mengandalkan pada simpanan atar
kedit berdasaxkan kepada "bunga''. Memang diakui peran Perbankan Kotrv€nsiona
telah mampu memenuhi kebunrlEn manusia dan alitivitas Perbankan sebagai wahan
bagi masyarakat modem untuk membawa mereka kepada kegiatan tolong-menolonl
dan menghindari adanya dana-dana mengang tn (idle money).
Namun penggunaan instrumen bunga sebagai kompensasi bank, ternyat
menimbulkan pernasalahan di kemudian hari khususnya pada saat kisis ekonom
menerpa Indonesia. Penggunaan bunga, meskipun pada awalnya nampu mendoron
bergeraknya sektor Perbankan secam dinamis, tapi telah menjadikan perekonomia
Indonesia mengalami efek pertumbuhan *mu (buble gowth efect), ya\
menyebabkan beberapa Bank Konvensional kritis dan tidak layak operasi sebagt
akibat banyaknya kredit macet yang dialami bank sehingga bank kekurangan ala
likuiditas sekaligus mengalami penurunan cadangan modal (Capital Adequac.
Ratio/cAR).
Lahimya Perbankan berdasarkan Prinsip Syariah di tengah-tengah Industl
Perbankan Konvensional adalah unnrk menawarkan sist€m Perbankan altematifbal
masyamkat yang membuhrhkan layanan jasa Perbankan tanpa harus khawatir atr
persoalan "bunga-'. Perbankan berdasarkan Prinsip Syariah dididkan dengan tujua
untuk mempromosikan dan mengernbangkan penerapan Prinsip-prinsip Islam da
tradisinya ke dalam transaksi keuangan dan Perbankan serta bisnis yang terkai
Dengan demikian, Perbankan berdasa*an Prinsip Syariah sebenamya hanyala
bank-bank yang mendasari produk - produknya dan pelaksanaarmya kepac
Hukum Islam (,4/ Qar 'an dan as Suwah)
Dengan diberlakukannya Undang-Undarg Nomor 10 Tahtm 1998 te[ta!
Perbankan  yang  merupakan  perubahan  da l r  penambaha
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sebagian pasal-pasal Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
(selanjutnya disingkat dengan Undang-Undang PerbanJ<an) tclah membcri
kesempatanyang luasunluk pengembanganiaringan Perbankan Syariah yang semula
hanya mclakukan kegiatan pembiayaan berdasarkan Prinsip Bagi \Iasrl (Prolit
Sharing), kini, diperluas menjadi melakukan kegiatan pembiayaan daltalau
melakukan kegiatan-kcgialan lain (bukan hanya pembiayMn dengan bagi hasil)
berdasarkan Prinsip-prinsip Syariah. di mana berdasarkan Undang-Undang Nomor
23 Tahun 1999 jo- Undang-l.lndang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank lndonesla,
ditegaskan juga bahwa: Ilank Indonesia mempersiapkan perangkat pcraturan dan
fasilitas pcnunjang yang nendukung operasional Perbankan berdasarkan Prinsip
SYariah.
Salah salu kegiatan usaha pcrbankan yang paling banyak rnemberikan
kontribusi keuntungan yang paling besar bagi iembaga pcrbaurkan adalah pembe an
kedit. Krcdit atau penlbiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dalam kegiatan
Perbankan mcrupakan kcgiatanusaha yang paling utama, karena pend apalan terbe sar
dari usaha bank berasal dari pendapalan kegiatan usaha kedit atau penbiayaan
berdasarkan Prinsip Syariah yaitu berupa bunga atau bagi hasil scsuai dcngan
persetuj uan atau kesepakatan bersana.
Kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang dibcrikan oleh bank
mengandung risiko. schingga dalam setiap pemberian kedit atau pembiayaan
berdasarkan Prinsip Syariah harus llenlpcrhatikan azas-azas perkreditan yang sehat
dan berdasarkan Prinsip Kchati-hatian. Oleh karena itu. scbagai usaha yang penuh
rjsiko- sebclurn membcrikan kredit. scyogianya bank mclakukan analisis kredit yang
saksama, teliti. dan ccnnal dengan didasarkan pada data yang aktual dan akurat.
sehingga bank tidak akan keliru dalam mcngambil kcpulusan.
1.2. Permrsalahan dan RuangLingkup I'enclitian
1.2.1 Permasalahan Penelit ian
Berdasarkan uraian lataf belakang di atas. yang menjadi permasalahan dalam
penelitian ini adalah: Bagaimanakah Pengaturan Perjanjian Krcdit Perbankan
Berdasarkan Prinsip Syariah Menurul Undang-Undang Perbankan di Indoncsia?
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1.2.2 Ruang Lingkup Penelitian
Adapun ruang lingkup penelitian dari permasalahan di atas adalah:
Pengatuan Perjanjiar Kredit Perbankan Berdasarkan Prinsip Syadah Menuut
Undang-Undang Perbankan di Indonesia.
1.3. KerangkaKotrsepsiotral
Meruut Pasal I ayat (2) Undang-Undang Perbankan yang dimaksud dengan
Bank adalah: Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk
simpanan dan menyalurkannya kepada masyamkat dalam bentuk kedit dan atau
bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan tarafhidup rakyat banyak
Berdasarkan Undang-Undang Perbankan di Indonesia' dapat dikatakan bahwa
lndonesia menganut dua sistem Perbaokan sekaligts (dual banking syslem)' y^iht
dengan adanya model Perbaakan Konvensional dan Perbankan berdasarkan Prinsip
Syadah.
Sebagaimana Pasal I ayat (13) Undang-Undang Perbankan menentukan bahwa
yang dirnaksud dengan Prinsip Syadah adalah :
"Atuan perjanj ian b€rdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk
penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang
diniataian sesuai dengan syadah, antara lain pembiayaan berdasarkan ginsip bagi
hairl (nudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal
(musyarakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan
(mwabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa mumi tanpa
pi\hat (ijarah), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan alas banng
yang disewa dari pihak bank ol€h pihak lain (ta ruh wa iqt ina) " .
Selanjutnya, berdasarkan Pasat 6 huruf (m) Undang-Undang Perbankan
menentukan bahwa kegiatan Perbankan berdasarkan Prinsip Syariah yang
sebelumnya hanya terbatas pada Plinsip Bagi Hasil, kini diperluas menjadi kegiatan
apaprm dari Perbankan berdasarkan Prinsip Syariah yang ditetapkan oleh Bank
Indonesia.
Adapun isi ketentuan Pasal 6 huruf (m) Undang-Undang Perbankan tersebut
dapat ddeiaskan yaitu : Usaha Bank Umum meliputi : Menyediakan pembiayaan
dan/atau melakukan k€giatan lain berdasarkan Prinsip Syadah, sesuai dengan
ketentuan yang ditetapkan oleh Bank lndonesia.
Dalam Undang-Undang Perbankan menggunakan dua istilah yang beibeda untuk
keg ia tan  k ied i t ,  namun mengandung makna yang sama untuk
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pengcrtian kedit, tergantung kegiatan usaha yang dijala*an' apakah Bank
dijalankan sccara Konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah
Pasal I ayat (11) Undang-Undang Perbankan. menentukan bahwa Kredlt
adalah: Pcnyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu'
berdasarkan persetuiuan atau kcsepakatan pinjam-mcminjam antara bank- dengan
pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untllk melunasiutangnya setelahjangka
waktu tertentu dengan pembcrian bunga.
Sclanjutnya, Pasai I ayat (12) Undang-Undang Perbankan menyatakan bahwa
Pembiayaan berdasarkan PriNip Syariah adalah: Penyediaan uang atau tagihan yang
dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kescpakatan alltara
bank dengan pihak lain yong mcwajibkan pihakyang dibiayaiuntr'rk rncngembalikan
uang au; h;ihan tersebut setelah jangka waktu te entu dengan imbalan alau bagi
basil .
Di dalam ketentuan Undang-Undang Perbankan di Indonesia tidak
mcngkonstruksikanhubungan hukum pemberian kredit danNasabah Pertinjam Dana
tersiut. Hanya saja dapat diketahui bahuapemberian kredit itu adanya berdasarkan
persctuiuan atau kescpakatan pinjam-rneminiam uang antara bank sebagai kredrlur
dan pihaklain nasabah peminjam dana sebagaidebitur'
Menurut Pasal 1754 sampai dengan Pasal 1769 Buku Ketiga Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata (sclanjutnya disingkat KUllPdt)' perjanjian kredit
rn"..,pu-k.n salah satu dari bentuk perjanjian pinjam-peminjam Namun demikian
dalam Perbankan yang lnodern. hubungan hukum dalam krcdit tidak lagi semata-
nata bcrbentuk hanya perjanjian pinjam meminjam saja melainkan adanya canpuran
dengan befbentuk perjanj ian yang iainnya.
Dcngan diferkcnankannya banl nelakukan kcgiatan berdasarkan Prinsip
Syariah diharapkan terjadi situasi yang saling melengkapi dengan lenbaga-lembaga
keuangan lainnya yang tclah tcrlebih dahulu dikenal dalam sistem Perbankan
InrlonJsia. Ili .u-ping iru, pendirian jenis Perbankan berdasarkan Prinsip Syariah
tcrsebut akan dapat membcri pelayanan kepada masyarakat yang karena Prinslp
Agarna atau kcpercayaan lidak berscdia mcmanfaatkanjasa-jasa Bank Konvcnsional
Bigaimanapunjuga harus diakui bahwa di dalam masyarakat banyal kelompok yang
memi l i k i  p r i ns ip  bahwa  s i s t cm bunga  yang  d ianu t  o leh  Perbankan
mcrupakan  pe langga ran  t e rhadap  Sya r i a t  Agama  dan
" "" 
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merupakan /iD4 yang dalam Hukum Islam merupakan perbuatan dosa atau haram.
Dalam melakukan kegiatan usahanya Lembaga Perbankan Ldususnya Bank
Umum, tidak luput dari adanya risiko kedit, sebagaimana kegiatan usaha lainnya.
fusiko usaha Bank atau business risk 6an* merupakan tingkat ketidakpastian
mengenai pendapatan (keuntungan) yang diperkirakan akan diterima. Semakin tinggi
ketidakpastian pendapatan yang diperoleh suatu bank, semakin besar kemungkinan
risiko yang dihadapi dan semakin tinggi pula premi dsiko atau bunga yang
diinginkan.
Dengan adanya berbagai bentuk risiko yang ada dalam kegiatan usaha
Perbankan, maka untuk me[jaga tingkat kepercayaan masyarakat terhadap
Perbankan te6ebut, bank harus dapat menj aga tingkat kesehatannya dan menj alankan
usahanya berdasarkan pada Pri$ip Kehati-hatian (Ptudential Banking Principles).
Sebab bank merupakan suatu usaha yang berdasarkan pada kepercayaan. Oleh
karenalya yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat pada saat ini adalah sistem
Perbankan yang sehat dan dapat memelihara kepercayaan masyankat.
Pada hakikatrya Perbankan berdasarkan Prinsip Syariah lahir sebagai salah
satu belhrk lembaga keuangan altematif untuk memenuhi segmentasi masyarakat
tertentu yang berpandangan bahwa bunga bank merupakan pelanggaran terhadap
Syariat lslam. Masyarakat yang menj adi nasabah tersebut, pada pokoknya terdiri dari
2 (dua) bentuk yang berkaitan dengan alasan mereka memilih Perbankan berdasarkan
Prinsip Syadah. Pertama, Nasabah Emosional, yaitu nasabah yang karena ikatan batin
untuk rnenegakkan Syaiat Islam. Mereka menilai selain Perbankan berdasarkan
Prinsip Syariah, tidak ada lagi yang bisa mengelola keuangan dengan sistem Syadah.
Kedua, Nasabah Rasional, yaitu nasabah yang karena melihat kelebihan, keuntungan,
dan manajemen Perbankan berdasarkan Prinsip Syariah, serta tidak merugikan
nasabalmya. Hal ini dipertegas dengan dikeluarkannya Fatwa MUI pada Tanggal I 6
Desember 2003 yang menyatakan bahwa semua transaksi keuangan yang berbasiskar
bunga (termasuk bunga bank dan pegadaian) adalah haram hukumnya.
Menurut ketentuan Pasal 6 hrruf (m), Usaha Bank Umum meliputi
Menyediakan pembiayaan dar/atau melakukan k€giatan lain berdasarkan Prinsil
Syadah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh BI.
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Sedangkan Pasal 13 huruf (c) menentukan bahwa usaha Bank pcrkreorun
Rakyat meliputi: Menyediakan pembiayaan dan pencnlpatan dana berdasarkan
Prinsip Syariah. sesuaidengan kctentuan yang ditetapkan ol;h BL
Menurut ketentuan UU Perhankan bahwa yang dinraksud dengan prinsip
Syariah adalah aturan perjanjianberdasarkan IJukum Islam antara bank dai pihak lain
untuk penyimpanan danadan atau pembiayaan kegiatan usaha. atau kcgiatan lairuryayang dinyatakan scsuai dengan Syariah. Bcrdasarkan penjelasan UiJ pcrbanron.
bank-banl yang dipcrbolehkan melakulan kcgiatan berdasarkan prinsip Syariahyaitu:
l . lJankUtnum
. . 
Bal Umum yang melakukan kcgiatan usaha secara konvensional dapat juga
melakukan kcgiatan usaha bcrdasarkan prinsip Syariah melalui:
a. Pendirian kantor cabang atau kantor dibawah kantorcabane baru: atau
b. Pengubahan kantor cabang atau klnror di bawrh kantor ctbcng yang
melakukan kcgiatan usaha secara konvcnsional rnenjadi kantoi yang
t-rtelakukan kegiatan berdasarkan prinsip Syariah. Dalam rangka persiapan
perubahan kantor bank terscbut. kanlor cabang atau kantor di bawah kaDror
cabang yang sebelunnya nrclakukan kegiatan sccara konvensional dapar
tcrlebih dahulu membentuk unit tersendiri yang melaksanakan kegiaran
bcrdasarkanPrinsip Syariah di dalam kantorbankterscbut_




Bank Perkreditan Raklat yang melaksanakan kcgiatan usahanya bcrdasarKan
Prinsip Syariah tidak diperkcnanl<an melaksanakan kegiatan secara konvcnsional.
Demikian juga Bank pcrkrcditan Rakyat y-ang mclakukan kegialan usalra secara
koirvcnsional tidak dipcrkenankanmelakukan kegiatan berdasarklan prinsip Svariah.
Ketentuan terscbut di atas ntcnggrnlbarkan bahwa sjstenr perbankan otIndoncsia menganul dual henking .r),sten, yattu slslem pcrbankan dimana kantor
cabang Syariah harus terpisah antara Konvensionaldan Syariah (Bank Konvensional
metrrbuka unit Syariah). Hal tcrscbut dinilai masih sangat relevan rli Indoncsia, danlcbih fleksibelkzuena Bank Konrcnsionai dapat mengoriversi diri menjadi perbankan
berdasarkan I\insip Syariah. dibandingkan harus mencrapkanfl l .riariah bankirq.
Meskipun demikian pcrangkat hukutn antara ierbankan berdasarkan
Pe4unjidn Krcdit Pefiankdn Bcdasart<an pfinsh glatiah 
..
(ZuUi Diane Zaini) 3s
Prinsip Syariah harus dibedakan dengan Perbankan Konvensiooal, hal ini
pelting untuk mendorong perkembangan Perbankan berdasarkan Prinsip Syariah di
masa m€ndatang.
Dalam beberapa hal, Perbankar berdasarkan Prinsip Syariah memiliki
persamaan dengan Perbankan Konvensional, terutama dalam sisi teknis penerimaan
iiang, mekanisme transfer, teknologi komputer yang digunakan, syarat-syarat umum
memperoleh pembiayaan. Akan tetapi, terdapat banyak perbedaan mendasar diantara
keduanya. Perbedaan itu menyangkut aspek legal, struktur organisasi, usaha yang
dibiayai, dan lingkungan kerja.
II. METODE PENELITIAN
2.1. PendekatanMasalah
Dalam penelitian ini penulis melakukannya dengan menggunakan pendekatan
yuridis normatifyaitu: pendekatan dengan cara menelaah kaidah-kaidah atau norma-
norma, aturan-aturan yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas.
Pendekatan tersebut dimaksudkan untuk mengumpulkan berbagai macam peraturan
Perundang-undangan, teori-teori, dan literaturJiteratur yang erat hubungannya
dengan permasalahan yang akan dibahas.
Dalam penelitian ini bahan hukum prirner yang digunakan adalah:
a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun
I 998 tentang Perbanlan.
b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2004 tentang Bank Indonesia.
c. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
d. Sumt Keputusan Dircksi BI Nomor 32/34/KEP/DIR Tanggal 12 Mei 1999
tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syadah dan Surat Keputusan Direksi
BI Nomor 32/36/KEP/DIR Tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Perkreditan
RakyatBerdasarkan Prinsip Syariah.
Bahan Hukum Sekunder adalah data yang diambil dari literatur yang berkaitan
dengan pokok pemasalahan, karya-karya ilmiah, dan hasil-hasil penelitian para
pakar sesuai dengan objek permasalahan penel itian.
Bahan Hukum Tersier antara lain berupa bahan yang bersifat menunjang bahan
hukum primer dan bahan hukurn sekunder seperti kamus hukum, kamus bahasa, dan
artikel-artikel pada suat kabar serta sumber lain dari media elektronik.
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2.2. Analisis Data
Dalam proses analisis data ini. rangkaian data yang telah terslrsun secara
sistematis mcnurut klasifikasinya kenudian diuraikan dan dianalisis secarakualilatif,
yakni dcngan membedkan penge ian terhadap data yang dimaksud menurur
kenyataan dari hasil penelitian. sehingga benar-bcnar merupakanjarvaban dari pokok
nrasalah yang ada dan disr.rsun serta diuraikan dalarn bentuk kalimat pcr kalimat.
II I .  PEMBAHASAN
Dalam Islam praktik perkreditan (pinjam mcminjarn) tidak dilarang. bahkan
dianjurkan agar tcriadi hubungan saling nrcrgunlungkan. yang pada giliranrrya
berakibat pada hubungan pcrsaudaraan. Dalam Perbankan bcrdasarkan Prinsip
Syariah. sebcnarnva penggunaan kata pinjanl meminjam kurang tepat digunakan
disebabkan dua hal. Pe ama. pinjaman rnenrpakan salah salu metode hubungan
tilunsial dalam lslanl. Masih banyak nletodc yang diajarkan oleh Syariah selain
pinjanan. sepertijual beli. bagi hasil. dan sewa.
Kedua- dalam lslam pinjan meminjam adalah akad sosial. bukan akad
konrersial. Artinya bila sescoranq meminialn scsuaru, ia tidak boleh disyaratkNn
untuk memberikan larnbahan atas pokok pinjamannya_ Ilal ini didasarkan pada hadits
Nabi sarv. yang mcnyatakan bah\\.a setiap pinjanran yang menghasilkan mantaat
adalah rilta, sedangkan para ulama scpakat bah$a rir.r itu hararn. Karena itu. dalam
Perbankan berdasarkan Prinsip Syariah, pinja:rran tidak disebul kredit. t.lpi
penbtay aan (financ ing) .
Setiap akad dalam Perbanlan berdasarkan P nsip S)ariah. baik dalan hal barang.
pelaku transaksi. tnaupun kctentuan laimya. harus nemcnuhi ketentuan akad.
sepert i :







a. Ilarang dan jasa harus halal sehingga transaksi atas barang dan jasa yang
haram mcnjadi batal demi hukum syariah.
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b. Hargabarang danjasa harusjelas.
c. Tempat penyerahan klelivery) ha1us jelas karena akan berdampak pada
biaya transportasi.
d. Barang yang ditransaksikan harus sepenuhnya dalam kepemilikan. Tidal
boleh menjual sesuatu yang belum dimiliki atau dikuasai seperti yane
terj adi pada transaksi .lrolt Jale dalam pasar modal.
3.1. Syarat dan Prosedur Kredit Perbankan Berdasarkan Prinsip
Syariah
Dalarn mclaksanakan fungsinya menyalurkan dana kcpada masyarakat
Perbanlan berdasarkan Prinsip Syariah mempr.rnyai teknis pelaksanaan yang bcrbeda
dengan I'erbankan konvensional, walaupun dalam beberapa hal terdapat persamaan
Lahimya Perbankan berdasarkan Prinsip Syariah adalah untuk mcnghindari larangar
riba yang berlal<u dalarr Hukunr Islam, maka akhirnya dalam pcrkembangannyz
produk-produk bank berdasarkan Prinsip Syariah disesuaikan dengan ajaran-ajarar
Islam. Bcberapa prinsip dalam Perbankan konvensional terpaksa dilarang, dan in:
merupakan konsekuensi dari pengakuan dan cksistensi dari Perbankan berdasarkar
Prinsip Syariah itu scndiri. Diantan prinsip hukum Perbankan yang dilanggar olel
Perbankan berdasarkan Prinsip Syariah adalah menjadi pemegang saham pade
perusahaan lain yang dibiayainya sendiri dan menjadi pembeli barang modal/baran6
perdagangan u tuk perusahaan/orang lain.
Pelaksanaan perjanjian kedit Perbankan berdasarkan Pinsip Syariah sccar,
unrumdalam standard pelayanan pada Perbankan berdasarkan prinsip syariah, bahw
perjanjian kredit harus didasarkan pada pengajuan permohonan kredit dan diserta
dengan adanya jaminan dalam pemohonan kedit tersebut. Adapun ketentuar
mengenai syarat-syarat dan prosedur dalam pemberian krcdit dan pcniiaian padr
Perbankan berdasarkan Prinsip Syariah secara umum dapat dijelaskan sebaga
berikut,yailu;
a. SyaratAdminitratif
Pcrbankan bcrdasarkan Prinsip Syariah menetapkan syarat-syarat umun
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c. Laporan keuangan. seperti neraca dan lapoaan rugi laba, data persediaan
tcrakhir, data penjualan. dan fotokopi rekening bank.
Dengan demikian. untuk nemperoleh kredit dari pihak bank. perlu dipenuhi
syarat-syarat yang ditelapkan oleh baDk yang bersangkutan sesuai dengan peraturan
Perundang-undangan yang berlaku. Syarat-syarat tcrsebut pada pokoknya
merupakan suatu analisa dan penilaian terhadap:
a. flasil studi kelayakan (fcasibility studl.) ^ tar ganbaran prospek usaha
yang memerlukan modal untuk pengembangannya.
b- Barang jaminan yang diajukan oleh pemohon kedir yang disetujui oleh
bank yang bcrsangkutan.
c. Akta pcndirian. atau izin usaha dan nomor pokok uajib paiak perusahaan
yang mcn gajukan permohonan kredit.
d. Syaral-syarat khusus lainnya yang diteniukan olch bank lang
bersangkutan.
c. I tcrmohonan tcrtul is yang ditandatangani olch pcmohon.
b. Itroscdur l tcmberian Kredit
Proscdur pembcrian krcdit menielaskan tcnlang tata cara penilaian dan
fcmbcrian kredit terhadappihak penlohon/debitur.yaituscbagai berikut:
a. Pcngajuanbcrkas-l, rkaspenrohonan;
b. I 'cn_velidikan bcrkas pennohonan dapat di lakukan dengan kegiatan
\!awancara den pcnrcrik:iaan la pangan/ac ara pcnr cdksaan sclcmpll fo, //re
o. n nalisa dan Pcrsctujuan krcdit/pernbiayaan;
d- Pcnandatanglnan akad kledit/pcntbiavaan dan perjanjian leinrrl  a.
dihadapan Pc-jabat yang bcrwenang yaitu Noraris:
c. Pcncairan.pcmanlauan.danpengendalian
Pembcrian kredjt oleh Perbankan bcrdasarkan Pr insip Syariah didasarkan pada
pcrtinrbangan-pertimbangan ic entu, lidak sen,ua pcrmohonan kedil dapat
dikabulkan. Pihak bank mclakukan pcnilaian krcdit scbclum memberikai krcditpada
dcbitur. Penilaian terhadap data penunjang. bank dapat menilai kcrnampuan nasabah
dalam rnengclola usahanya sebagainana yang diaturdalam l,asal 8 UU Perbankan
Sebagai dasar hukurr pelaksanaan perjanjian kredir bagi para pihak
adalah ketenluan I'asal 1338 ayat (l) K(JHPdt yang me[gatur tentang azas yang
ulama dari suatu perikatan atau perjanjian yaitu Azas Kebcbasan
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Berkontrak, maka pihak-pihak yang akan mengikatkan diri dalam perjaqjiar
kredit tersebut dapat mendasarkan kepada ketentuan-ketentuan yang ada padr
KUHPdt, tetapi dapat pula mendasarkan kepada kesepakatan bersam4 artinya dalan
hal-hal ketentuan yang memaksa maka harus sesuai dengan ketentuan yang tercantun
dalan KUHPdt, sedangkan dalam hal ketentuan yang tidak memaksa diserahkar
kepada para pihak. Sehingga perjanjian krcdit selain dikuasai oleh azas-azas umun
hukum perjanjian, juga dikuasai oleh apa yang secara khusus disepakati oleh kedur
belah pihak.
Dengan Azas Kebebasan Berkontak bemrti perjanjian yalg dibuat secara sal
oleh para pihak merupakan Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Bahwl
perjanjian tersebut tidak dapat ditarik kembali oleh para pihak, sebab perjanjian itr
telah dibuat berdasarkan kesepakatan para pihak. Pemahaman tentang Kebebasar
Berkonhak bukanlah kebebasan absolut tetapi kebebasan yang terdapat berbaga
pembatasan yaitu Undang-Undang, ketertiban umum, dan kesusilaan.
3.2 KlausulaAkadKredit
Dalam praktik Perbankan bentuk dan mated dari perjanjian kedit diserahkar
sepenuhnya kepada bank yang bersangkutan, hal tersebut erjadi dalam mngka
menyesuaikan diri dengan kebutuhannya masing-masing. Namun demikian ada
hal-hal yang tetap harus dipedomani yaitu bahwa perjanjian tersebut rumusannya
tidak boleh kabur atau tidakjelas. Hal-hal yang harus diperhatikan yaitu sebagai
berikut:
a. Memenuhi keabsahan dan persyaratan hukum yang dapat melindunC
Lanan r i h6 ,h  h ,nL .
b. Memuat jumlah, jangka waktu, tata cara pembayaran kembali kedit sert
persyaratan-peisyaratan kredit lainnya sebagaimana ditetapkan dalar
keputusan persetuj uan kedit dimaksud.
Dalam praktiknya, perjanj ian kredit seringkali mengakomodasi hal-hal tersebr
di atas sehingga semuanya dibakukan, dan akhimya terbentuklah perjanjian bak
untuk perjanj ian kedit tersebut, Perjanjian kedit sebagai perjanj iatbak]'] (standat
contract) , dimanaisi atau klausula-klausula perjaqjian kedit tersebut elah dibakukz
dan dituangkan dalam bentuk formulir (blanko), tetapi tidak tedkat dalam sua
bentuk tedentu (r'oth |rij). Calon Nasabah Debitur tinggal membubuhkan tan'
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tangannya saja apabila bersedia menerima isi perjanjian tersebut. Perjanj ian baku rm
diperlukan untuk memenuhi kebutuhan yang sifatnya praktis dan kolektil
Dcngan bcntuk pcrjanjian yang baku tersebut tidaklah menjadi suatu
pengingkaran terhadap Azas Kebebasan Bcrkontak sepanjang tctap ditegakkannya
azas-azas umum perjanjian, seperti syaraFsyarat yang uajar dcngan menjunjung
keadilan daaadanya keseimbangan para pihak lainnya karena kekuatan yang dimiliki
oleh salah satu pihak. Dengan dernikian, rumusan peianjian baku tersebut harus
terhindar dari kandungan unsur-unsur yang akan mengakibatkan kecurangan yang
sangat berlebiJran, dan terjadil1ya suatu pcmaksaan karcna adanya
ketidakseimbangan kekuatan para pihak, juga harus dihindarkan pula syarat
perjanjian yang hanya menguntungkan sepihak, atau risiko yang hanya dibebankan
kcpada sepihakjuga, serta pcmbatasan-pembatasan hak dalam menggunakan upaya
hukum.
3.3. Janrinan danAgunan Kredit
Pcrbankan berdasarkan Prinsip Syariah dalanr mcmberikan kredit/pembiayaan
harus berdasarkan analisis pernberian kredit yang mcmadai. agar krcdit-kredit yang
diberikan oleir banl< adalah k]edil-kredil yang tidak nudah rnenjadi krcclit
bennasalah. Menurut ketcntuan PasalS ayat (2) UU Pcrbankan renyebutkan bah$ a:
Bank Unum *ajib memiliki dan rrencrapkan pedoman perkreditan atau pembiayadn
berdasarkan Prinsip Syariah. sesuai dengan ketcntuan yang ditetapkan BL IIaI
tcrsebut dikarenakan kedit yang dibcrikan oleh bank mengandung risiko sehing-ra
dalam pclaksanaannva b nk harus mcmperhalikan azas-azas fcrkreditan yang sehat.yaltu antara lain:
a. Banl tidak dipcrkenankan memberikan krcdit tanpa sural perjanjlan
tefiulisi
b. Bank tidak dipcrkelankan membcrikan krcdit kepada usaha yang sejrk
semula telah diperhitungkan kurang sehat dan akan memberixan
kerugian;
c. Bank tidak diperkenankan memberikan kredit unluk pembelian saham
dan modalkerjadalam rangka kegiatanjual beli saham, atau
d. Membcrikan kredit mclebihi batas maksimum pembcrian kredit (/eg.j1
lending linit).
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Selaniutnya, menwut ketentuan Pasal 15 UU Perbankan menyatakan bah*i
dalam mernberikan kredit atau pembiayaaan berdasarkan Prinsip SyariaL bank waj il
mcmpunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas ilikad dar
kcmampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi hutangnya atal
mcngembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperj anj ikan.
Jaminan tambahan yang diperlukan dalam hal pen'tberian fasilitas krcdit
menurut ketentuan Pasal 1 angka (23) UU Perbankan discbut denganAsunan, yaitl
iaminan tambahan yang diserahlan nasabah debitur kepada bank dalam rangkr
pernbcrian fasilitas krcdit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah.
Dalam hal pemberian l'asilitas kedit, pada praktiknya agunan malahan lcbil
dominan atau diutamakan, schingga sebenarnya gunan lebih dipcnlingkan daripadr
hanya sekedar jaminan yang berupa kcyakinan atas kcmailpuan dcbitur untul
meiunasi hutangnya.
.1.4. l 'cr l indungan Sctara Subjek Perjanjian
Aplikasi Prinsip Syariah dalam jasa Perbankan dan pcmbiayaan tergamba
pada pola pikir kerja sama investasi yang harmonis (mutuul inrcsnent rclationship
scbagai pengcjawantahan dari sistem keuangan yang datarlg dari agaDa yanl
ruhtruttan li[ alamin. Dengar dernikian, prinsip Perbankan konvensional yanl
bersifat "perhitungan aman dan untung" dalam tiap melcpaskan uangnya. dar
tidak ikut terkena "nasib untung ruginya nasabah", cenderung menjadikan posrs
hukrjm bank terhadap nasabahlya lebih kuat dan berada di atas. Sedangkan dalan
akad-akad  d i  l i ngkungan  Perbankan  be rdasa rkan  P r ins ip  Sya r iah
kesedcrajatan/kcsetaraan dan keadilan di antara bank dan nasabah wajib senantias
dipegang teguh, Can harus sclalu tercermin, baik dalam pasal-pasal yang mernua
segi-segi hukum materialnya, maupun segi-segi hukum formalnya (khususnya yan
berkaitan dengan hal pembuktian).
Dalam masyarakat ada kesan bahwa dalam hubungan antam bar* dan nasaba
debitur. bank selau berada diposisi yang lebihkuat. Pada waktu kredit akan diberikar
pada umumnya memang bank dalam posisi yang lebih kuat dibandingkan denga
calon nasabah debitur. Hal tersebut karena pada saat pembuatan perjanjian. calo
nasabah debitur sangat membutuhkan bantuan krcdit dari bank. Umumnya calo
nasbahdebiturtidak akan banyakmenuntut karena mereka khawatirpemberian kred
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ters€but akan dibatalkan oleh bank. Hal ini menyebabkan posisi tawar
menawar bank menjadi sangat kuat.'lctapi setelah kedit diberikan berdasarkan
perjanjian kredil. ternyata kedudukan bank lemah. Kedudukan bank setelah kedit
dibcrikan banyak bcrgantung kepada integritas nasabah debitur
3.5. Pelaksanaan Prinsip Bagi Hasil
Bentuk kontraprestasi yang akan diberikan nasabah peminjam dana (debitur)
kepada bank (krcditur) atas pemberian kiedit atau pembiayaannya adalah berupa
imbalan atau bagi hasi I sesuai dengan persetujuan atau kesepakatan bersanla.
Terdapat perbedaan antara imbalan yang berupa bunga dan bagi hasil, yang
dijalankan oleh bank konvensional dan Perbankan bcrdasarkan Prinsip Syariah di
dalan operasionalnya, yaitu:
a. Pada bank konvensional pencntuan bunga dibuat pada waklu akad tanpa
berpedoman pada untung rugi. sedangkan pada Perbankan berdasarkan
Prinsip Syariah penentuan besamyarasio bagi hasil dibuat pada waktu akad
.lengun bcrpedoman padu kernungkinrn untung rugi:
b. Pada bank konvensional bcsamya persentasc berdasarkan padajumlah uang
(modal) yang dipinjamkan. scdangkan pada Perbankan bcrdasarkan Prinsip
Syariah bcsamya rasio bagi hasil bcrdasarkan jumlah keuntungan yang
diocroleh:
Pada bank konvensional pernbayaran bunga tctap seperti yang dijanjikan
tanpa pcrtimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh piluk nasabah
untung atau rugi, sedangkan pada Perbankan bcrdasarkan Prinsip Sya ah.
bagi hasil bergantung pada keuntungan proyek yangdijalankan sckiranya iru
tidak mendapatkan keuntungan, maka kerugian akan ditanggung bersama
oleh kedua belahpihakl
Pada bank konvensional, jumlah pcmbayaran bunga tidak rncningkat
sekalipun jumlah kcuntungan berlipat atau keadaan ekonomi membaik,
sedangkan padaPerbankan berdasarkan Prinsip Syariah.jumlah pcmbagian
laba mcningkat sesuai dcnganpeningkatanjumlahpcndapatan:
Pada bank konvensional cksistensi bunga dimgukan (kalau tidak
d ikecan)  o leh  sen rua  agama,  t c rmasuk  I s lam.  scdangkan
d.
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pada Perbankan berdasarkan Prinsip Syariah tidak ada yarg meraguka
keabsahan keuntungan bagi hasil.
Dengan demikian, dalam praktik Perbankan berdasarkan Prinsip Syariahtida
dikenal ad,anya ne gat ire spread, yaitvketldakseimbangan antara bunga yang dibay:
dengan bungayang diperoleh, karena tidak mengenal islilah bunga tetapi berdasarka
nisbah dan bagi hasil. Selain itu, kredit atau pembiayaan Perbankan berdasarka
Prinsip Syariah tidak mengenal adanya penyesuaian margin selama jangka wakt
kredit.Adanya pcrbedaaan imbalan bagi hasil Perbankan berdasarkan Prinsip Syaria
dengan bank konvensional, terjadi karena didasarkan pada beberapa sifat unur
Perbankan berdasarkan Prinsip Syariah. yakni :
a. Perbankan berdasarkan Prinsip Syariah mendasarkan perhitungan pad
,x4lgi, keuntungan, sedangkan bank konvensional memakai perangk:
bunga tau bagi hasil;
b. Perbankan berdasarkan Prinsip Syariah tidak saja berorientasi pad
keuntungan (proft), tetapi j.uga pada falah oriented, serJangkat ban
konvensional semata- fiata profit olihted.
c. Perbankan berdasarkan Prinsip Syariah melakukan hubungan denga
nasabah dalam bentuk hubungan kemitraan, sedangkan bank konvensionz
melakukan hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan debirr
kreditur.
d. Perbankan berdasarkan Prinsip Syariah meletakkan penggunaan dan
secara riil (llsers of real funds), sedangkan bank konvensional sebirgz
c re at or of mo ney supp ly.
e. Perbankan berdasarkan Prinsip Syariah melakukan investasi-investasi yan
halal saja, sedangkan bank konvensional melakukan investasi yang halz
danyangharam.
f. Perbankan berdasarkan P nsip Syariah dalam melakukan pengerahan dal
dan penyaluran dana harus sesuai dengan pendapat Dewan Pengawa
Syariah, sedangkan banl konvensional tidak terdapat dewan sejenis.
Prinsip Bagi Hasil (Proft Sharing) merupakan karakteristik umui
dan landasan dasar bagi operasional Perbankan berdasarkan P nsip Syariah secar
keseluruhan. Secara Syatiah, prinsipnya berdasarkan kaidah al-mudharubat
Berdasarkan prinsip tersebut, Perbankan berdasarkan Primip Syariah aka
berfungsi sebagai mitra, baik dengan penabung maupun dengan peminjam dan
Dengan pcnabung ,  bank  akan  ber t indak  sebaga
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pengelola (nw)h.!rih), sedangkan penabung bcrtindak sebagai penyandang daDa
(shuhibul naal). Antara keduanya diadakan akad mudharubah yang menyatakan
pembagian keuntungan masing-masing pihak. Di sisi lain, dengan peminjan dana.
Perbanl<an berdasarkan Prinsip Syariah akan bertindak sebagai shuhibul naal
(sebagai penyandang dana, baik yang berasal dari tabungan, deposito, giro maupun
dana bank sendiri berupa modal pemegang saham). Sementara itu. peminjam dana
akan berl'ungsi scbagai mudharib (pengclola dana) karena nelakukan usaha dengan
cara memutardan mengclola dana bank.
Meskipun demikian, dalam praktiknya, para pengguna dana Perbankan
bcrdasarkan Prinsip Syariah tidak saja membatasi dirinya pada satu akad. yailu
mudharubah saja. Sesuai dengan jenis dan nature usahanya, mereka ada yang
memperoleh dana karena hubungan sistcn jual beli, sewa menye*a, dan lainlain.
Oleh karena itu, hubungan Perbankan berdasarkan Prinsip Syariah dengan
nasabahnya menjadi sangat kompleks karena tidak hanya berulusan dengan satu akacl
saja, namun dengan berbagaijenis akad.
Berikut dijelaskan beberapa contoh pcrhitungan Bagi Hasil dalam praktik
perkreditan dalafi operasional Perbankan berdasarkan Prinsip Syariah:
a. Al-Murabahah
Misalkan scorang nasabah ingin memiliki sebuah motor. Jika harga motor 4
(empat)juta rupiah dan banl ingin mendapat keuntungan Rp 800.000,00 selama dua
tahun. harga yang ditetapkan kepada nasabah seharga Rp 4.800.000,00. Nasabah
dapatmencicilpembayarantersebutRp200.000,00perbulan.
b. Bai'as-Salatn
Seorang petani memerlukan dana sekitar 2 juta rupiah untuk mengolah
sawahnya seluas atu hektar. Dimana bank akan membeli gabah. misalnyajenis IR
dari petani unruk jangka waktu empat bulan sebanyak 2 (dua) ton dengan harga Rp
2.000.000,00. Pada saatjatuh tempo, petani harus menyetorkan gabah yang dimaksud
kepada bank. Jika bank tidak membutuhkan gabah untuk keperluannya sendiri. bank
menjualnya kepada pihak lain atau meminta petani mencarikan pembelinya dengan
harga yang lebih tinggi, misalnya Rp 1.200,00 per kilogram. Dcngan demikian.
keuntungan bank dalam hal ini adalah Rp 400.000.00 atau (Rp 200.00 x 2000 kg).
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b, Bai'al-Istishna
Seseorang yang ingin membangun atau merenovasi rumah. Dalam akad bai 'aI-
is/isrna, bank berlaku sebagai penjual yang mena$.fkan pembanguradrenovasi
rumah. Bank lalu membeli/memberikan dana, misalnya Rp 30.000.000,00 secara
bedahap. Setelah rumah itu jadi, secara hukum Islam rumah,ftasil renovasi rumah
sebenamya telah selesai. Karcna bank tidak ingin memiliki rumah tersebut, bank
menjuahya kepada nasabah dengan harga dan waktu yang disepakali, misalnya Rp
39.000.000,00 dengan jangka waktu pembayaran 3 tahun. Dengan demikian, bank
mendapa&an keunhrngan Rp 9.000.000,00.
d. Al-Mudharabah
Seorang pedagang yang memerlukan modal untuk berdagang. Caranya adalah
dengan menghitung dulu perkiraan pendapatan yang akan diperoleh nasabah dari
proyek yang bersangkutan. Misalnya, dari modal Rp 30.000.000,00 diperoleh
pendapatan Rp 5.000.000,00 per bulan. Dari pendapatan i i harus disisihkan dahulu
untuk tabungan pengembalian modal, misalnya Rp 2.000.000,00. Selebihnya dibagi
antan bank dengan nasabah dengan kesepakatan di muka, misalnya 60 % untuk
nasabah dan 40 % untuk bank.
e. Musyamkah
Seorang pengusaha yang akan melaksanakan suatu proyek. Usaha tersebut
membutuhkan modal sejumlah Rp 100.000.000,00. Temyata, setelah dihitung
pengusaha tersebut hanya memiliki Rp 50.000.000,00 atau 50 % dari modal yang
diperlukan. Dalam hal id, kebutuhan terhadap modal sejumlah Rp 100.000.000,00
dipenuhi 50 % dari nasabah dan 50 % dad bank. Setelah proyek selesai, nasabah
mengembalikan dana nasabah tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakatl
untuk bank. Seardainya keuntungan dari proyek tersebut adalah Rp 20.000.000,00
dan nisbah satu porsi bagi hasil yang disepakati adalah 50 : 50 (50% untuk nasabah
dan 50 0/o untuk bank), pada akhir proyek pengusaha tersebut harus mengembalikan
dana sebesar Rp 50.000.000,00 (dana pinjaman dari bank) ditambah Rp
I 0.000.000,00 (50 % dari keurfungan untuk bank).
J. MusyarakahMutanaqishah
Nasabah dan bank berkongsi dalam pengadaan suatu barang (biasanya rumai
atau kendaraan), misalnya 30 % dari nasabah dan 70 %o dari bank. Untuk
memi l i k i  ba rang  te rsebu t ,  nasabah  harus  membayar
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kepada bank sebesar porsi yang dimiliki banJ<. Karena pembayarannya rlgsuran.
penuunan po6i kepemilikan bant pun akan berkurang secara proporsional sesuai
dengan besamya ngsuran. Barang yang telah dibeli secara kongsi tersebut menjadi
milik nasabah setelah porsi nasabah menjadi 100 % dan porsi banJ< 0 %.
g. Al-Ijaruh
Seorang nasabah yang sedang melakukan proyek bangunan jalan raya.
memerlukan alat-alat berat sebagai penunjang operasinya. Karena keberadaan arar
tersebut hanya dibutuhlen pada saat sedang melaksanakan proyek, nasabah
memuluskan untuk tidak membeli peralatan tersebut, melainkan menyewanya. Akan
tetapi. jika ternyata alat-alat ersebut akan terus dibutuhkan kemudian diputuskan
untuk membelinya, hal tersebut bisa dilakukan derrgar' ijarah muntahia bit-tafilik
ata\r.financial lease *-ithpurchase option, yaitu menyewa pemlatan tcrsebut dan pada
allir masa sewa membelinya-
Dalam menjalankan fungsi penyaluran dana kepada masyarakat, perbankan
berdasarkan Prinsip Syariah masih di dominasi oleh skema,zurab ahah. Olehkarcta
itu, Perbankan berdasarkan Prinsip Syariah dalam menyalurkan kedit/pembiayaan
kepada masyarakat hendaknya meningkatkan skema bagi hasil (mudharabah) agar
lebih besar Dengan adanya pembiayaar bagi hasil, maka akan tercipta investasi_
Dengan adanya invesl,asi, maka akan menyerap tenaga kerja sehingga pcndapatan
masyarakat meningkat dan saullg juga bertambah. Hal tersebut penting karena
mudharabah tnertpakan esensi dari Perbankan berdasarkan Prinsip Syariah. Selain
itu dari sisi maklo ekonomi, pembiayaan bagi hasil yang menggunaka\equitrfnance
akan memperkuat pondasi ekonomi.
IV. PENUTUP
,1.1. Kesimpulan
Berdasarkan uraian di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perjanjran
kreditpada Pcrbankan berdasarkan Prinsip Syariah arus didasarkan pada pengajuan
pemohonan kedit dan adanya prosedur dalam pemberian kedit serta adalya
penilaian kedit. Dimana dalam pmktiknya didasarkan pada skim bagi hasil dengan
besar margin tertentu. Pada dasamya pelaksanaan perjanjian kedit pada perbankan
berdasarkan Prinsip Syariah mengandung Azas Kemitraan dan Azas Kebebasan
Berkon t rak  yang  d idasarkan  o leh  kesepaka tan  bersama Dara
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pihak dan dalam pemberian kedit harus berdasarkan Piinsip Kehati-hatian.
4.2. Saran
Perbankan berdasarkan Prinsip Syariah dalam memberikan kedit harus dapa
melihat terlebih dahulu kemampuan serta keadaan usaha debitur dalam mengelolr
usahanya sefia harus mampu melakukan analisis terhadap posisi keuangat
debitur/nasabah sehingga dapat memperoleh suatu gambaran mefigenai kemampuar
debitur untuk membayar kembali permodalan yang diberikan oleh bank.
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